
Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 
Triwulan III Tahun 2023 

 

0 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 
Triwulan III Tahun 2023 

 

1 | P a g e  
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena dengan rahmat dan 

ridha-Nya, Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Triwulan III Tahun 

2023 dapat diselesaikan. Kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 

merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi 

penanaman modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan 

terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha, 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 Kami harapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam 

pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan urusan penanaman modal, 

yang pada akhirnya berimplikasi positif terhadap perkembangan investasi, penyerapan 

tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kami juga 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per 

satu, atas kontribusinya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini.  

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, 

kritik dan saran yang membangun kami butuhkan demi kesempurnaan laporan ini. 

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan menerangi setiap langkah 

kita. 

 

Purwakarta, 2 Oktober 2023 

 

KETUA TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL  

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

 

KUNTO ADJIE WIBOWO, S.P., M.Tr. AP. 

NIP. 19861118 200501 1 002 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai 

dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakuka melalui pendekatan berbasis 

risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan di daerah 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaku usaha yang kewenangan pengawasannya berada pada 

pemerintah daerah kabupaten, dan sudah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. 

Sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha, kewenangan 

pengawasannya masih melekat pada instansi teknis pembinanya. Tujuan pengawasan 

antara lain : 

1. Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku 

usaha; 

2. Mengumpulkan data, bukti, laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, 

kesehatan dan lingkungan hidup; 

3. Rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran 

perizinan berusaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Level Kewenangan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
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Pengawasan terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pengawasan 

rutin terdiri dari inspeksi lapangan dan pelaporan pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan 

adanya pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. 

Pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi melalui Subsistem Pengawasan pada 

sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Subsistem 

pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, Lembaga OSS, 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Subsistem Pengawasan pada OSS RBA 

 

1.2. SUMBER DAYA 

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya 

mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam 

Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber 

daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Sejalan dengan teori 

tersebut, dalam mendukung kinerja pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman 

modal Tahun 2023, diperlukan sumber daya pendukung yang terdiri dari sumber daya 

manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan.  

 

a. Sumber Daya Manusia  

Pelaksana pengawasan tertuang dalam Surat Perintah Kepala DPMPTSP Kabupaten 

Purwakarta Nomor KPG.11.01/260-SEKRET/2023 Tanggal 17 Maret 2023 tentang 

Penugasan Tim Kerja di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Tim 

Pengawasan Pelaksanaan Penananam Modal terdiri dari 11 (sebelas) personil sebagai 

berikut :  

 



Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 
Triwulan III Tahun 2023 

 

4 | P a g e  
 

Tabel 1. Susunan Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

No. Nama 
Jabatan dalam 

Kedinasan 

Jabatan dalam Tim 

Pengawasan 

1 Kunto Adjie Wibowo, S.P., M.Tr.AP. Penata Kelola PM 

Ahli Muda 

Ketua 

2 R. Heri Lukman Yusup, S.H. Penata Kelola PM 

Ahli Muda 

Anggota 

3 Lingga Kencana, S.Pd. Penata Perizinan Ahli 

Muda 

Anggota 

4 Dewi Susanti, SKM., MKM. Pengawas Perizinan Anggota 

5 Ahmad Soleh, S.E. Pengawas Perizinan Anggota 

6 Edwin Danil Farid Pengelola Pengawasan Anggota 

7 Octiviani Ruhyanto, S.ST., M.Tr.AP. Penata Perizinan Ahli 

Muda 

Anggota 

8 Hj. Eneng Euis Komariah, S.Pd., M.Si. Penata Kelola PM 

Ahli Madya 

Anggota 

9 Hj. Ratu Alidah Suwarni, S.Sos. Penata Kelola PM 

Ahli Muda 

Anggota 

10 Yoga Septian Pratama Petugas PTSP Anggota 

11 Sansabilla Arifa Azzahra, S.M. Petugas PTSP Anggota 

 

b. Anggaran  

Pelaksana pengawasan didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi / 

BKPM RI. Implementasi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Investasi / Kepala 

BKPM RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, dirincikan sebagai berikut : 

 

Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota 

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Sumber  :  Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Jumlah :  Rp. 66.000.000,- 

  Belanja Barang Pakai Habis   : Rp. 17.780.000,- 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  : Rp. 48.220.000,-  
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c. Peralatan 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal didukung oleh sarana sebagai berikut: 

Komputer : 5 (lima) unit 

Laptop : 2 (dua) unit 

Printer : 3 (tiga) unit 

Mobil Operasional  :  1 (satu) unit 

d. Kewenangan  

Kewenangan ekuivalen terhadap tugas dan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab 

Ketua dan Anggota Tim Pengawasan Pelaksanaan Penananam Modal tertuang dalam 

Surat Perintah Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.11.01/260-

SEKRET/2023 Tanggal 17 Maret 2023 tentang Penugasan Tim Kerja di Lingkungan 

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.  

Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim antara lain : 

a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau 

keterampilan; 

c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan; 

d. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim; 

e. Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan 

Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan 

penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; 

f. Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim; 

g. Dalam hal Ketua Tim tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kendala 

yang sifatnya teknis dan tidak terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-

undangan dan kode etik (cuti besar, cuti sakit, mutasi, promosi, dll) Ketua Tim 

dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Tim kepada Kepala 

DPMPTSP. 

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Anggota antara lain : 

a. Menyusun rencana kerja individu; 

b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; 

c. Melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim. 

d. Dalam hal Anggota Tim tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kendala 

yang sifatnya teknis dan tidak terkait dengan pelanggaran peraturan 

perundangundangan dan kode etik, (cuti besar, cuti sakit, mutasi, promosi, dll) 

anggota tim dapat mengajukan pengunduran diri dari Tim melalui ketua Tim 

kepada Kepala DPMPTSP. 
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BAB II  

PELAKSANAAN PENGAWASAN 

 

2.1. PELAKSANAAN INSPEKSI LAPANGAN 

Inspeksi lapangan merupakan bentuk pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha. 

Untuk risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap 

lokasi usaha. Dalam hal Pelaku Usaha patuh, inspeksi lapangan dapat tidak dilakukan. 

Sedangkan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal Pelaku Usaha patuh, inspeksi lapangan 

dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha. 

Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman 

modal dapat berbentuk : 

1. Pembinaan berupa pendampingan dan penyuluhan yang meliputi kegiatan fasilitasi 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan 

dan/atau konsultasi; dan/atau 

2. Pemeriksaan administratif dan fisik yang meliputi kegiatan pengecekan lokasi 

usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, 

bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk 

Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait 

pelaksanaan Penanaman Modal. 

 

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, inspeksi lapangan dilaksanakan 

dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Ketua Tim Pengawasan membuat jadwal inspeksi lapangan rutin dalam sistem OSS 

berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga. Ketua Tim menyusun kompilasi 

berdasarkan daftar pelaku usaha dalam tahap persiapan, tahap operasional dan/atau 

tahap komersial. Ketua Tim menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam 

Subsistem Pengawasan pada OSS RBA dengan rincian : 

a. Nama pelaku usaha; 

b. Lokasi proyek; 

c. Realisasi penanaman modal; 

d. Pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal. 

2. Surat tugas diinput oleh pelaksana inspeksi lapangan ke dalam sistem OSS paling 

lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan. 
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3. Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku 

Usaha oleh sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 

pelaksanaan inspeksi lapangan. 

4. Khusus inspeksi lapangan insidental, kegiatan dilakukan sewaktu-waktu dan dapat 

tanpa pemberitahuan kepada Pelaku Usaha terlebih dahulu. 

5. Pada saat pelaksanaan, pelaksana inspeksi lapangan memberikan daftar pertanyaan 

kepada Pelaku Usaha. Daftar pertanyaan memuat : 

a. Standar pelaksanaan kegiatan usaha. 

b. Kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria. 

c. Kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan fasilitas 

penanaman modal. 

6. Pelaksana inspeksi lapangan membuat BAP berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh saat pelaksanaan inspeksi lapangan. Pengisian dan penandatanganan BAP 

oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha di lokasi proyek diinput ke 

dalam Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS RBA. 

7. Dalam hal inspeksi lapangan tidak bisa dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi 

lapangan dapat dilakukan secara virtual. 

Setelah inspeksi lapangan dilaksanakan dilakukan penilaian hasil pengawasan 

dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbagi data (data sharing). 

Secara singkat proses penilaian hasil pengawasan dijelaskan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penilaian Hasil Pengawasan 
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2.2. HASIL PENGAWASAN 

Pada tahun 2023 target pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian 

Investasi/BKPM RI adalah 16 kegiatan usaha sedangkan target pada Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) adalah 80 kegiatan usaha. Pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2023 

telah dilaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap 14 (empat belas) 

pelaku usaha di wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga sampai dengan Triwulan III 

(Januari-September) Tahun 2023 jumlah pengawasan sudah mencapai 32 kegiatan usaha.  

Target pengawasan dari Kementerian Investasi/BKPM sudah tercapai 200% (target 

16 kegiatan usaha), sedangkan target pengawasan pada DPA sudah tercapai 40% (target 80 

kegiatan usaha). Pengawasan masih bersifat insidental dan belum terintegrasi sepenuhnya 

pada Sistem OSS RBA karena Subsistem Pengawasan pada OSS RBA masih dalam 

pengembangan. 

 

Tabel 2. Data Pengawasan Triwulan III Tahun 2023 

No. Nama Pelaku Usaha Lokasi Proyek Bidang Usaha 
Skala 

Usaha 

Tingkat 

Risiko 

 

Perizinan 

Berusaha 

1. PT Pancabudi 

Logistindo 

Desa Ciwangi Kec. 

Bungusrasi 

 

52291-Jasa 

Pengurusan 

Transportasi 

 

Besar Menengah 

Tinggi 

Sertifikat 

Standar 

2. PT Astra International 

Tbk 

Kelurahan Ciseureuh 

Kec. Purwakarta 

 

45101-

Perdagangan 

Besar Mobil Baru 

 

Besar Rendah - 

3. PT Bangun Estusae 

Propertindo 

Desa Cikopo Kec. 

Bungursari 

 

68111-Real 

Estate yang 

Dimilki Sendiri 

atau Disewa 

 

Besar  Menengah 

Rendah 

Sertifikat 

Standar 

4. PT Baris Fikri Mulia 

Industries 

Desa Sukajaya Kec. 

Sukatani 

 

14111-Industri 

Pakaian Jadi 

(Konveksi) dari 

Tekstil 

 

Besar Tinggi  Izin 

5. PT Anyar Retail 

Indonesia 

Kelurahan Ciseureuh 

Kec. Purwakarta 

 

47528-

Perdagangan 

Eceran Berbagai 

Macam Material 

Bangunan 

 

Besar Rendah - 

6. PT Chaeron Pokphand 

Jaya Farm 

Desa Neglasari Kec. 

Darangdan 

 

01468-

Pembibitan Ayam 

Ras 

 

 

Besar Tinggi Izin 

7. PT Bonot Lais Sejati Desa Cigelam Kec. 

Babakan Cikao 

 

68111-Real 

Estate yang 

Dimilki Sendiri 

atau Disewa 

 

 

Besar  Menengah 

Rendah 

Sertifikat 

Standar 
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8. CV Djaya Putra 

Sembung 

Kp. Malangnengah RT 

012 RW. 003 Desa 

Malangnengah Kec. 

Sukatani 

 

08101-Penggalian 

Batu Hias dan 

Batu Bangunan 

 

Besar Tinggi Perpanjangan 

Izin Usaha 

Pertambangan 

Tahap 

Operasi 

Produksi 

9. PT Conbloc Internusa Jl Raya Curug KM 10 

RT 016/006 Desa 

babakancikao Kec 

Babakancikao 

 

23951-Industri 

Barang dari 

Semen 

 

Besar Menengah 

Tinggi 

Sertifikat 

Standar 

10. PT Ezzahra Alfazza 

Sejahtera 

Kp. Tanjung Kerta RT. 

005 RW. 008 Desa 

Ciherang Kec. 

Pasawahan 

01441-

Pembibitan dan 

Budidaya Domba 

Pedaging 

Besar Menengah 

Tinggi 

Sertifikat 

Standar 

11. PT Gistex Jl. Raya Purwakarta – 

Subang Km. 12 Desa 

Cijaya Kec. Campaka 

13121-Industri 

Pertenunan 

(Bukan 

Pertenunan 

Karung Goni dan 

Karung Lainnya) 

Besar Tinggi Izin 

12. PT Indoroti Prima 

Cemerlang 

Kawasan Kota Bukit 

Indah Blok N1 Desa 

Dangdeur Kec. 

Bungursari 

10710-Industri 

Produk Roti dan 

Kue 

Besar Tinggi Izin 

13. PT Gunung kecapi Blok Gunung Kerud, 

Pari, Patapaan Desa 

Liunggunung Kec. 

Plered 

08101-Penggalian 

Batu Hias dan 

Batu Bangunan 

Besar Tinggi Perpanjangan 

Izin Usaha 

Pertambangan 

Tahap 

Operasi 

Produksi 

14. PT Epid Menara 

Assetco 

Desa Wanayasa Kec. 

Wanayasa 

42206-Konstruksi 

Sentral 

Telekomunikasi 

Besar Menangah 

Tinggi 

Sertifikat 

Standar 

 

Hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal dari 14 (empat belas) pelaku 

usaha dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. 14 pelaku usaha telah melaksanakan migrasi perizinan berusaha ke Sistem OSS 

RBA. 

2. 12 pelaku usaha telah memiliki persyaratan dasar (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG) / Sertifikat Laik Fungsi (SLF)). 

3. 11 pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha  (Sertifikat Standar/Izin) yang 

telah terverifikasi. 

4. 10 pelaku usaha telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha yang 

telah dilakukan pengawasan pada Triwulan III Tahun 2023 sebagai berikut : 

 

Tingkat Kepatuhan = Jumlah Pelaku Usaha Patuh Per Indikator 
x 100%   (Jumlah Pelaku Usaha x Indikator) 

 

 = 14+12+11+10 x 100% 

  (14 x 4) 

 

 = 83,92 %  

 

Apabila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pada Triwulan II Tahun 2023 

sebesar 80,55% terdapat kenaikan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang telah dilakukan 

pengawasan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 3,37%. Berdasarkan data tingkat 

kepatuhan Triwulan I (66,66%), Triwulan II (80,55%) dan Triwulan III (83,92%) Tahun 

2023, dapat dianalisis rata-rata tingkat kepatuhan sampai dengan Triwulan III (Januari-

September) Tahun 2023 sebesar 77,04 %. 

Rekapitulasi hasil pengawasan, BAP dan dokumentasi pengawasan pelaksanaan 

penanaman modal terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

laporan ini. 

 

2.3. KENDALA PENGAWASAN 

Dalam implementasinya, kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 

tidak lepas dari kendala, baik kendala dari sisi pelaku usaha maupun kendala dari sisi 

petugas pelaksana pengawasan.  

 

Tabel 3. Kendala Pelaku Usaha 

No. Aspek Kendala Rencana Tindak 

1 Sistem OSS RBA Pelaku usaha belum memahami 

tata cara migrasi perizinan 

berusaha ke OSS RBA 

- Menyediakan layanan 

berbantuan OSS RBA di Mal 

Pelayanan Publik 

- Menyelenggarakan bimbingan 

teknis implementasi OSS RBA  

2 Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal 

(LKPM) 

Pelaku usaha belum memahami 

kewajiban dan tata cara 

penyampaian LKPM, beserta 

sanksinya 

- Menyelenggarakan bimbingan 

teknis penyampaian LKPM 

- Menyelenggarakan forum 

penyelesaian permasalahan bagi 

pelaku usaha 

3 Perizinan Berusaha 

Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha (PB-

UMKU) 

Pelaku usaha kesulitan untuk 

mengajukan permohonan PB-

UMKU Izin Pengusahaan Air 

Tanah (IPAT), baik dalam 

pemenuhan persyaratan maupun 

operasionalisasi dalam Sistem 

OSS RBA 

Berkoordinasi dengan DPMPTSP 

Provinsi Jawa Barat terkait 

kendala IPAT, dengan 

menginisiasi forum penyelesaian 

permasalahan IPAT dengan 

PDAM, BBWS, dan BKAT 
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Tabel 4. Kendala Petugas Pengawas 

No. Aspek Kendala Rencana Tindak 

1 Subsistem Pengawasan Subsistem Pengawasan pada OSS 

RBA belum berjalan maksimal, 

sehingga pengawasan belum 

terintegrasi 

- Melaksanakan pengawasan 

secara hybrid (BAP masih 

manual namun tetap diupload 

pada sistem OSS RBA) 

- Menggunakan fitur pengawasan 

insidental pada sistem OSS 

RBA 

2 Sumber Daya Manusia Beberapa petugas pengawasan 

masih belum memahami 

ketentuan perizinan berusaha 

berbasis risiko 

Memberikan edukasi dan 

peningkatan kompetensi terkait 

perizinan berusaha berbasis risiko 

kepada petugas pengawasan 

3 Sarana / Peralatan Beberapa kegiatan inspeksi 

lapangan masih menggunakan 

kendaraan (mobil) pribadi 

Mengajukan permohonan 

pengadaan kendaraan (mobil) 

dinas untuk pengawasan 

4 Prosedur Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pengawasan masih belum 

mengacu pada Sistem OSS RBA 

Meng-update SOP Pengawasan 

sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. KESIMPULAN 

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengawasan terhadap pelaku 

usaha yang kewenangan pengawasannya berada pada pemerintah daerah kabupaten dan 

sudah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan 

terhadap 14 (empat belas) pelaku usaha di wilayah Kabupaten Purwakarta, diperoleh nilai 

tingkat kepatuhan sebesar 83,92% dimana yang menjadi isu utama adalah kurangnya 

pemahaman pelaku usaha terhadap Sistem OSS RBA dan kewajiban penyampaian LKPM, 

serta masih terkendalanya proses Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) melalui Sistem OSS 

RBA. Berdasarkan data tingkat kepatuhan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III 

(Januari-September) Tahun 2023, dapat dianalisis rata-rata tingkat kepatuhan sampai 

dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 77,04%. 

 

3.2. REKOMENDASI 

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dipandang perlu 

meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem perizinan berusaha berbasis 

risiko yang terintegrasi secara elektronik (OSS RBA) dan kewajiban penyampaian LKPM 

melalui bimbingan teknis yang lebih praktikal dengan teori yang ringkas, sehingga pelaku 

usaha dapat mengimplementasikannya secara langsung pada saat bimbingan teknis 

dilaksanakan. Untuk mengatasi kendala proses IPAT, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta 

agar berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk menginisiasi forum 

penyelesaian permasalahan IPAT bersama stakeholder terkait (PDAM, BBWS dan BKAT) 

yang berperan dalam penerbitan IPAT melalui OSS RBA. 
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REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN  

TRIWULAN III (JULI- SEPTEMBER) 2023 

NO 
TANGGAL 

PENGAWASAN 

NAMA 
PELAKU 
USAHA / 

PERUSAHAAN 

NIB 
PERSYARATAN 

DASAR PERIZINAN 
BERUSAHA 

NILAI INVESTASI TENAGA KERJA 

PERMASALAHAN HASIL PENGAWASAN REKOMENDASI 
 NILAI RENCANA  

 REALISASI 
INVESTASI  

KESESUAIAN 
REALISASI 
INVESTASI 

L P JUMLAH 

1 17 Juli 2023 PT Pancabudi 
Logistindo 

9120315082181 NIB,PKKPR 116.001.000.000      17 6            23  Ada pengaduan dari 
media bahwa kegiatan 
usaha bergerak dibidang 
industri plastik 

Kegaitan usaha sesuai 
dengan KBLI 
Telah dilakukan secara 
menyeluruh, tidak ada 
aktifitas penyimpanan 
plastik 
Lokasi perusahan berada di 
lokasi bekas PT Dada 

Apabila ada pembahan bangunan 
harap mengajukan PBG sesuai 
ketentuan  
Untuk dokumen lingkungan agar 
berkonsultasi dengan DLH 

2 23 Agustus 2023 PT Astra 
International 
Tbk 

8120210200643 NIB, Izin Lokasi, Amdal, 
IMB 

6.500.000.000      21 4            25  PKKPR yang lama belum 
hilang dari sistem 

Agar menyampaikan LKPM 
pada triwulan III dan rutin 
perperiode 

Merubah status kegiatan usaha 
dari pendukung menjadi utama 
Melaporkan LKPM III 
Agar berkonsultasi dengan DLH 
perihal rintek B# dan Pertek IPAL 

3 24 Agustus 2023 PT Bangun 
Estusae 
Propertindo 

8120210241106 NIB, Izin Lokasi, Amdal, 
IMB 

106.500.000.000      3 1              4  tidak bisa login ke 
OSSRBA 

yang terbangun baru 3 
cluster sekitar 230 unit 

LKPM Wajib dilaporkan setiap 
periode 
Pelaku usaha harus mengajukan 
IPAT dan SLF 

4 25 Agustus 2023 PT Baris Fikri 
Mulia Industries 

0220102671424 NIB, Izin Lokasi, Amdal, 
IMB 

9.600.000.000  6.142.603.189  Sesuai 103 310          413  Untuk penguran IPAT 
terkendala terhadap 
regulasi baeu yang 
kewenangannya oleh 
pemerintah pusat 

Sudah menyampaikan 
secara berkala tetapi untuk 
triwulan II dengan status 
masih terkirim 

Agar segera menyelesaikan Rintek 
B3 dan Pertek IPAL 
Agar dokumen IPAT dapat 
diselesaikan dengan segera 
Menyampaikan LKPM secara rutin 

5 29 Agustus 2023 PT Anyar Retail 
Indonesia 

8120008941622 NIB,PKKPR 450.000.000      23 8            31  Tidak bisa mengirim 
LKPM karena tidak 
muncul tombol kirim 

Pelaku suaha menyewa 
lahan untuk kegiatan usaha 
Pelaku usaha belum bisa 
menunjukan dokumen PBG 
Pelaku Usaha sama sekali 
belum menyampaikan 
LKPM 

Pelaku usaha wajib 
menyampaikan LKPM 
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NO 
TANGGAL 

PENGAWASAN 

NAMA 
PELAKU 
USAHA / 

PERUSAHAAN 

NIB 
PERSYARATAN 

DASAR PERIZINAN 
BERUSAHA 

NILAI INVESTASI TENAGA KERJA 

PERMASALAHAN HASIL PENGAWASAN REKOMENDASI 
 NILAI RENCANA  

 REALISASI 
INVESTASI  

KESESUAIAN 
REALISASI 
INVESTASI 

L P JUMLAH 

6 30 Agustus 2023 PT Chaeron 
Pokphand Jaya 
Farm 

8120107881941 NIB, Izin Lokasi, Amdal, 
IMB 

55.000.000.000  55.000.000.000  Sesuai 128            128      Untuk bangunan yang sudah ber 
IMB agar mengajukan SLF 
IPAT habis masa berlaku pada 
januari 2024 agar segera 
dimohonkan perpanjangan IPAT 
melalui OSS RBA 
Perusahaan belum menyampaikan 
LKPM 

7 30 Agustus 2023 PT Bonot Lais 
Sejati 

9120106382182 NIB, Izin Lokasi, Amdal, 
IMB 

600.000.000      20 5            25  KBLI tidak muncul di 
OSS RBA akrena 
permasalahan pada AHU 
masih di notaris karena 
tidak adanya opsi utama 
atau pendukung 

Pelaku usaha sama sekali 
belum menyampaikan 
LKPM 
KBLI tidak muncul di OSS 
RBA 

LKPM harus segera diisampaikan 
pada triwulan III 
Segera migrasi ke OSS RBA 
secara keseluruhan 

8 31 Agustus 2023 CV Djaya Putra 
Sembung 

9120304382182 NIB, KRK 
UKL_UPL,Persetujuan 
Lingkungan 

    Tidak 15               15  Masih kurangnya 
pemahaman oelaku 
usaha terkait perizinan 
berusaha berbasis risiko  
Terdapat penurunan 
kapasitas produksi 
karena sebagia lahan 
tambang di bawah rel 
KCIC, dalam radius 500 
meter dari rel KCIC tidak 
boleh ada peledakan 
karena berpotensi 
mengganggu 
keberadaan rek KCIC 

IUP berlaku s/d 17/09/2025 
NIB dan perizinan 
berusaha lainnya masih di 
OSS 1.0 harus segera di 
migrasi ke OSSRBA 
Belum pernah 
menyampaikan LKPM 

Migrasi ke OSS RBA secepatnya 
Melaporkan LKPM secara berkala  
Untuk bangunan yang sudah 
berdiri harap diajukan PBG 
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NO 
TANGGAL 

PENGAWASAN 

NAMA 
PELAKU 
USAHA / 

PERUSAHAAN 

NIB 
PERSYARATAN 

DASAR PERIZINAN 
BERUSAHA 

NILAI INVESTASI TENAGA KERJA 

PERMASALAHAN HASIL PENGAWASAN REKOMENDASI 
 NILAI RENCANA  

 REALISASI 
INVESTASI  

KESESUAIAN 
REALISASI 
INVESTASI 

L P JUMLAH 

9 31 Agustus 2023 PT Conbloc 
Internusa 

8120102862086 NIB, KRK 
UKL_UPL,Persetujuan 
Lingkungan 

110.276.434.230  110.276.434.230  Sesuai 75 5            80  Perusahaan sama sekali 
belum melaporkan LKPM 

Tenaga kerja diperusahaan 
sebanyak 80 orang 
LKPM belum melaporkan 
karena terkendala dari 
kantor pusat 

Pelaku usaha wajib 
menyampaikan LKPM 
Harus mengajukan Permohonan 
SLF untuk Bangunan 

10 12 September 
2023 

PT Ezzahra 
Alfazza 
Sejahtera 

0217010040111 NIB, Izin Lokasi, Amdal, 
IMB 

8.825.000.000  8.825.000.000  Sesuai 12              12  Pelaku usaha kesulitan 
melakukan pemenuhan 
hak ke HGB karena ada 
lahan yang masuk LP2B 
Pelaku usaha kurang 
memahami kewajiban 
penyampaian LKPM 

Telah terbut PTP No. 
9/932.14/V/2022 
Telah melakukan 
permohonan perubahan 
tata ruang ke DPUTR 

Agar menyampaikan LKPM 
periode triwulan III tahun 2023 
agar mengajukan IMB/PBG 
terhadap bangunan sesuai 
kententuan 
agar melakukan follow up terhadap 
permohonan perubahan tata ruang 
ke DPUTR 

11 12 September 
2023 

PT Gistex 8120019020224 NIB, KRK 
UKL_UPL,Persetujuan 
Lingkungan 

471.823.285.266  471.823.285.266  Sesuai 190 202          392  LKPM triwulan II 2023 
statusnya perlu 
perbaikan 

Perizinan dan non 
perizinan sudah ditempuh 
oleh perusahaan 
LKPM sudah dilaporkan 
secara rutin 

Realisasi investasi triwulan III 2023 
akumulasi dari LKPM triwulan II 

12 14 September 
2023 

PT Indoroti 
Prima 
Cemerlang 

9120208132725 NIB, Izin Lokasi, Amdal, 
IMB 

11.300.000.000  11.300.000.000  Sesuai 219 3          222  Jumlah tenaga kerja 
tidak bisa diinput di 
LKPM  

IMB dan Izin Lingkungan 
atas nama PT Andalan 
Utama Prima 

Izin usaha masih versi OSS 1.1 
karena belum upload izin usaha di 
OSS RBA 
Pelaku usaha harus mengajukan 
TPS B3 
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NO 
TANGGAL 

PENGAWASAN 

NAMA 
PELAKU 
USAHA / 

PERUSAHAAN 

NIB 
PERSYARATAN 

DASAR PERIZINAN 
BERUSAHA 

NILAI INVESTASI TENAGA KERJA 

PERMASALAHAN HASIL PENGAWASAN REKOMENDASI 
 NILAI RENCANA  

 REALISASI 
INVESTASI  

KESESUAIAN 
REALISASI 
INVESTASI 

L P JUMLAH 

13 19 September 
2023 

PT Gunung 
kecapi 

0220010171389 NIB, Izin Lokasi, Amdal 26.692.016.359  26.692.016.359  Sesuai 110 6          116  Belum memiliki PBG 
LKPM belum disetujui 
Kurangnya pemahaman 
pelaku usaha terkait 
OSS dan LKPM 

LKPM telah dilaporkan 
secara rutin tetapi dengan 
status terkirim dan belum 
disetujui 
Pelaku usaha belum 
menyelesaikan migrasi 
data dari OSS1.0 ke OSS 
RBA 

Harap segera mengurus PBG 
Harap menyelesaikan migrasi data 
ke OSS RBA 
Agar menyampaikan LKPM TW III 
Agar menggunakan rincian teknis 
TPS B3 

14 20 September 
2023 

PT Epid 
Menara 
Assetco 

1227000301011 NIB                       -    Aduan dari masyarakat 
perihal adanya tower 
telekomunikasi PT Epid 
Menara Assetco yang 
perizinannya diharapkan 
tidak diperpanjang 

Akan diadakan rapat kerja 
bersama anatara DPRD, 
DPMPTSP, DPUTR, 
Pelaku usaha, Pemilik 
Lahan, Diskominfo dan 
Satpol PP 
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